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DENGAN RAHMAT TUHAN YANDG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUDLIK INDONESLA,

i, bmhwa  dalam  mangks  eningkatkon  akses  pendidilan

mwlrkaah yang bermutu, periy memberikan  kesempatan

masyaralat mebahel onganisasi  berbadan  hukum  wntuk

menyelengEarakan madrasah sesuai dengan standar noasdonal
ickiko:

b, bahwa masa berlaku iFin operasionalf pendirian madmmsal

sed:’-:thum tercanmm dalam Lampiran Keputusan ini lebah

. hobwa madmmsah sebagaimana torcantum dakun

® - I ..
Keputusan ind ielah memenuhi persvartan perpanjangan isin
pendirian/ operasional modrasah;

d. bahwa bendasarkan  pertimbangan  sehagad dimalesued

dalam huruf & bhuraf b dan boraf e, perdu menetaplan
Keputusan Menteri Agama Fepublik  [sdonesio  tentang
Perpanjangan  keln  Pemdician)Operasional  MADRASAH
ALIVAH NURUS SHOLEH SIMUBONDD Provinsi Jaws
Timwur,

Undang-Undang Momor 20 Tehun 2003  ieniang  Sistem
Pendidikan Nasional {lembaran Megara Republik Dsdonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negar Fepubiik
Indonesin Nomor 4301);

2. Pemsturan Pemerintah Momor 19 Tahun 2005 tentang Stamsdar

Nazional Pendidikan [Lembaran Mogara Republik Indosesia
Tahun 2005 Memor 41, Tambahan Lembaran Negarm Repuhblik
Imlonesin Nomor #4096 Sehagaimana telah diubah dengan
Peraturan  Pemerintah Nomor 13 Tabun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Permfursn Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Masional Pendidikan (Lembaran
Negara Hepulbdik indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negora Republik Indonesin Nomer $670);

A, Peraturan  Pemerintah  Nomor 48 Tehun 2008  tenisng

lendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesin
Tahun 2008 Nemor 91, Tambalan Lembaran Megara Repablik
Indonesia Nomor 4R64);



4. Peratumn Pemerintgh  Nemor 17 Tahon 2010 teatangs
Pengelolian dan  Peoyvelengparaen  Peodidikin  [Lembarmn
Begara Republik Indanesis Tahun 2000 Nomge 23, Tambahan
lembaran  Negits  Hepublie  ndonesks  Nomor 51509
webognimana  telah diubah dengan Perstimsn Pemerindah
Koawer 66 Tahun 2010 tentang Perubaban Atas  Perotiran
Pemerintah Momor 17 Tahun 2000 entang Peopeioban dan
Peiyelengmarann  Pemlidiken  [Lembwmn  Negums  Hepublik
Trdonesin Tahun 2010 Nomeor 112, Tambahan Lembaran
Fegara Republk Indonesin Nom 5157);

5. Pemtuom Menteri Pendidikan Nastonal Nomor 249 Taloan 2007
tentang  Smodar  Sarana  den Prcsamns Unluk Sekobah
Dietinrf Marirmsa Mstidaiymh, Hehalah Menengah
Pertama/Madrmsah  Tsanawiyal, dan Sekolah  Mesengah
Atlns/ Madrasab Aliyah;

6. Poraturan Menteri Pendidikan Nesional Nomar 15 Tabun 2000
entEng  Brandar  Pelbiyvanam Mintmal Pemebidikan i
Kabpmten/ Kot schagnimana telah divbab dengan Prrataran
Monterl Pendidienn dan Kebudayasn Nommr 23 Tahan 3013
lerteng  Perulmhan  Ats  Peraturan  Menteri  Pendidiian
Masiomal Nomor 15 Tehun 2010 weotang Standar Pelayanan
Mindmal Mendidikan i Kabupsaeen/ Kola;

7. Peraturnn Menterd Agama Nomoe 90 Talone 2003 lentang
Penyelengparan Pendidikan Madmisah (Beris Negam Republidk
Trubosuesin Tahun 2013 Nemor 13825

B Hepunasan DArekiur endeta] Pomdidikan sbam Sompor 13835
Tuhun 2004 tenmng Petunmuk Teknis Pendiren Madrasah
Vang Disclcnggarakan oleh Masyarakal;

9. Keputusan Lircktur Jendeml Pendididan Islem Nomor 5885
Tahun 2015 ientaog Pelunjuk Teknis Poranjangan  brin
Pemitirian Madmasah. 'oerbitan Sumt Keputusan Menggeori
Lrin Pendirian Madrasah Kerena Hilang, dan Penerhitan Suesl
Keierangan Kerusikan Dokumen xin Peodiran Madmasab:

Mymperhatikan 1 Keknmendasi darl Kepsla Kasior Kemenierian Agama SITUBONDO
Hamar : Kd, 15,7 2/PP.00) 10372006 Tanggal 5 Fobruao 2016;

MEMUTUSEAN -

Menctaplean : KEPUTLIBAN MENTER] AGAMA TENTAND PEMBERLAN LN
FENIHRIAN [ OFERASIONAL MADRASAIT ALIYAIl NURLIS
SHOLETT SBITURONTA) PROVINS JAWA TIVMLIR,

KESATL | Memberikon perpanjengan @in pensiciam /opemsiona] madmsh
kequein. mpchunwh sebagnimana tercanbom dolam Lompiran yang
meTupakan baglon tdok terplsahlan dar Keputoessn ind



KEDUA

KETIGA

: Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan
melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 13 April 2016

INDONESIA




LAMFPIRAN

KEPUTUSAN MENTERT AGAMA

REPURLIK INDXONESIA

NOMOE 1057 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN EAN PENDIRIANfOPERASIONAL
MADRASAH ALTYANM NURLS SHOLEH
SITUBONDD PROVINSTJAWA TIMUR

DENTITAS MATDRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN [ZIN FEXDINIAN

1 | Mama Madrasah | NURUS SHOLEH

2 | Nomor Stotistik Madrsah | 131225120060

3 | Alamar Madrsah JL. RAYA KALEUT TANJUNG PECINAN
| UTARA
| KECAMATAN MANGARAN
| SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUE

4 | Nama Organisasi Penvelenggarn | YAYASAN PONDOK FESANTREN NURUS

BHOLENT
5 Akt Notaris Organisasl NGO, 136, MNIKO KUSUMA  WAHDANA
SH. M.Kn.

| Penyelengpara

6 Pengesshan akte Notaris - AFIU-00197 T3, AHL01 .04 TAHUN 2015 |
| Organisasi Penyelenggar 2% OKTOBRER 2015




HEMENTERLAN ACAME REPLIBLIK INCORESIA

FiaGAM PENDIRIAMMOFPERASIONAL MADRASAH
Mamer : MAS [ 130083 [ 2018
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KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : Kd.13.12/4/Kp.00.4/29/SK/2013
TENTANG
IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH (MA)
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SITUBONDO

: 1.Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah,dipandang perlu untuk memberikan persetujuan

Pendirian Madrasah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo.
2.Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Madrasah Aliyah Nurus Sholeh

Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo telah memenuhi
persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan.

: 1.Keputusan Direktur JenderalPembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor :E/250.A/1997

Tentang syarat- syarat dan |Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar
dan Menengah ;
2.Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001tentang Kedudukan,Tugas,Fungsi, Kewenangan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan KeputusanPresiden
RI Nomor : 45 tahun 2002 ;
3.Keputusan Menteri Agama Rl Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Kanwil Departemen Agama Propinsi,Kandepag Kabupaten/Kota ;
4 Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: Dj. 11/408/2003 tentang
Pedoman Akreditasi Madrasah ;
5.Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor:19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan
Nasional ;
7.Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor :
Kw.13.4/4/PP.00/5547/2012 .

: Proposal ljin Pendirian Madrasah dari Kepala Madrasah Aliyah Nurus Sholeh

Ds. Tj. Pecinan Kecamatan Mangaran Nomor : YPNS/B.1/005/1V/2014
Tanggal, 17 April 2014.

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SITUBONDO TENTANG

IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SITUBONDO

: Memberikan ljin Pendirian Madrasah Aliyah Nurus Sholeh Kecamatan

Mangaran Kabupaten Situbon:

: Mentaati semua ketentuan yang berlaku dan mengikuti Kurikulum yang telah ditetapkan oleh

Kementerian Agama ;

: Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut tidak sesuai dengan persyaratan

Yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya ;

: [jin Pendirian Madrasah ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan apabila dikemudian hari lembaga

tersebut tidak memenuhi syarat maka ijin pendirian akan dicabut ;

: Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian

hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini ;

:Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya,

: Situbondo
: 21 April 2014




